
 

 

 
 

 
 
 

BUPATI BENGKULU UTARA 

PROVINSI BENGKULU 

 
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 

NOMOR  30  TAHUN 2017 

 
TENTANG  

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2016 

TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BENGKULU UTARA,  
 

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan pelaporan harta 

kekayaan oleh penyelenggara negara di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara perlu dilakukan 

penyesuaian;   

 

  b. 
 

 

 
 

 

 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Bengkulu Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta 

Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bengkulu Utara;  
    

Mengingat :   1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

1091); 

    2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
    3. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

4. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4150); 
 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

SALINAN 



 
 

 

5. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

6. 
 

 

 

7. 

 

 
 

8. 

 
 

 

9. 

 
 

10. 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 

Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); 
    

 

MEMUTUSKAN :  
   

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA 

  
Pasal I 

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Nomor 77 

Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara  (Berita 

Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 78) 
Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Bengkulu 

Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur 

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu 

Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 

Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 3 



(1) Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara wajib  

menyampaikan LHKPN.  

(2) Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : 

a. Bupati; 

b. Wakil Bupati; 

c.  Pejabat Esselon II; dan 

d.  Pejabat Esselon III; 

 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Bengkulu utara. 

 

Ditetapkan di Arga Makmur 
pada tanggal  18 Juli 2017 

 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

ttd 

 M I A N 

 

Diundangkan di Arga Makmur 
   pada tanggal 18 juli 2017  

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA, 

ttd 

HARYADI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 30 

 

 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

Setdakab.Bengkulu Utara 

        
ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.         

NIP.19690423 200212 1 003 
 


